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MOTTO 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

 
( QS. Al-Maidah : 8 ) 

 

 

Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya 
kebaikan itu kebaikan itu menuntun kepada surga. Dan sungguh jika seseorang 
selalu jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya 
kebohongan itu membawa kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya perbuatan 
dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan sungguh jika seseorang senantiasa 
berbohong, maka dia akan ditulis sebagai pendusta di sisi Allah.  

 
( Muttafaq Alaih dari Ibnu Mas’ud ) 

 

 



 v 

PERSEMBAHAN 

 

 Sebaik kata yang terangkai dalam beribu kalimat tak cukup 

mengungkapkan rasa syukur penulis. Karya kecil yang sederhana ini, penulis 

persembahkan kepada : 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Kaya, segala 

puji bagi-Mu atas limpahan rahmat, ridho, dan petunjuk-Mu. 

2. Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan doa, cinta dan kasih 

sayang. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tiada 

pernah henti untuk keberhasilan ananda. 

3. Adikku Banu, yang selalu kusayangi. 

4. Surya Sanji H., yang selalu menceriakan hari-hariku. 

5. Sahabat-sahabatku yang telah membantu, terima kasih atas support dan 

motivasinya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

6. Almamaterku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan  penulisan skripsi dengan judul: “STUDI 

KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN 

KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM 

UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI” 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan 

hambatan, tetapi atas bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan itu dapat 

teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga kepada :  

1. Bapak Mochammad Iksan, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 

I,  yang telah memberikan ijin penelitian dan telah banyak memberikan arahan 

dan petunjuk-petunjuknya kepada penulis. 

2. Ibu Kuswardani, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

banyak membantu dalam penulisan skripsi dari awal  hingga selesai. 

3. Bapak dan  Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

4. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam 

studi maupun penyusunan skripsi ini.  

5. Adikku Banu, makasih atas bantuan dan dorongan semangatnya. 

6. Surya Sanji H., yang telah setia menemani penulis baik suka maupun duka.    



 vii 

7. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Angkatan 2005, atas persahabatan dan 

semangatnya. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis yakin sepenuhnya tanpa bimbingan,  arahan dan  petunjuk dari 

pihak-pihak tersebut,  skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu 

segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat menyampaikan rasa 

hormat dan  penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima  kasih yang tak 

terhingga. Semoga amal kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Akhirnya penulis berharap semoga hasil  penelitian ini dapat memberikan 

manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan demi kesempurnaan 

penulisan skripsi ini segala sumbangan pemikiran dan kritik yang membawa 

kebaikan dengan senang hati penulis perhatikan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Surakarta, 11 Maret  2011 

P e n u l i s 

 

Fania Dian Pramastya 
NIM: C. 100 050 036 

 



 viii 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................    ii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO ....................................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ....................................................................   v 

KATA PENGANTAR  ..................................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ................................................................................................   viii 

ABSTRAKSI..................................................................................................  x 

BAB I   PENDAHULUAN .......................................................................  1 

A. Latar  Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Perumusan Masalah .................................................................  8 

C. Tujuan Penelitian .....................................................................  9 

D. Manfaat Penelitian ...................................................................  10 

E. Metode Penelitian ...................................................................  10 

F. Sistematika Skripsi...................................................................  15 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................  16 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Syarat Pemidanaan....................  16 

1. Pengertian Tindak Pidana ....................................................  16 

2. Syarat Pemidanaan ..............................................................  18 

 



 ix 

B. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi .........................  22 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.......................................  22 

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi ................................  27 

C. Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..........................  35 

1. Preventif ..............................................................................  36 

2. Kuratif .................................................................................  40  

3. Represif ...............................................................................  44 

D. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi........................  46 

E. Perbandingan Hukum...............................................................  48 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..............................  55 

A. Peranan Normatif Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi  

 (KPK)  dan   Kejaksaan   dalam   Penanganan  Tindak  Pidana  

 Korupsi ....................................................................................  55 

B. Karakteristik   Tindak   Pidana  Korupsi  yang  Ditangani  oleh  

 Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan   Korupsi  

 (KPK) ......................................................................................  92 

BAB IV PENUTUP....................................................................................  97 

A. Kesimpulan..............................................................................  97 

B. Saran .......................................................................................  99 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 x 

ABSTRAKSI 
 
 

Nama: Fania Dian Pramastya NIM : C. 100 050 036, “STUDI KOMPARATIF 
TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA 
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”  Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
 Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan peranan normatif kejaksaan, 
kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tindak 
Pidana Korupsi. 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan adanya karakteristik 
tertentu tentang Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan oleh kejaksaan, 
kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
 Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 
Yuridis Komparatif. Yuridis adalah hukum sebagai norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan hukum nasional. Sedangkan komparatif adalah 
berdasarkan perbandingan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif komparatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan 
perbandingan-perbandingan hukum yang berlaku. Jenis dan Sumber Data adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode 
kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaksi 
melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang valid 
dari data-data yang terkumpul dengan didukung teori yang ada.  

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan normatif dari Polri, 
Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 1. Kepolisian 
menerima laporan, melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap terdakwa tindak 
pidana korupsi, dan membuat berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan ke 
Kejaksaan 2. Kejaksaan peranannya:  menerima limpahan perkara dari kepolisian, 
memeriksa berkas perkara, melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan             
3. KPK berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan pemeriksaan serta melakukan penuntutan. Kepolisian mempunyai 
karakteristik untuk menegakkan permasalahan hukum yang ada di masyarakat 
baik unsur pidana umum ataupun perdata. Kejaksaan sebagai aparat penegak 
hukum di bidang penuntutan akan melakukan penuntutan pada terdakwa yang 
sudah disidik oleh pihak kepolisian. KPK memiliki kewenangan yang luas yaitu 
pada semua bentuk korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, lembaga 
negara maupun badan usaha milik negara dan korupsi dengan skala yang 
berindikasi terhadap kerugian uang negara lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). Saran yang diajukan adalah perlu adanya koordinasi diantara tiga 
lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penanganan 
Tindak Pidana Korupsi. 


